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MOTTO 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
Jika Allah menolong kamu,maka kamu tak ada orang yang dapat mengalahkan,dan jika Allah 
membiarkan (tidak memberikan pertolongan),maka siapakah yang dapat menolong kamu 
selain Allah ? Karena itu,hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal 
(QS.Ali Imron : 160) 
 “Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha 
mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa” 
(Hamka) 
“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah 
apa yang belum terjadi” 
(Kahlil Gibran) 
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ABSTRAK 
 
Ridwan Sholih Habibi, 2008. PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK 
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA  PEMBUKTIAN 
DALAM  PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR 
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sragen). Fakultas Hukum UNS. 
 
Penelitian Hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai 
penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana 
pembuktian dalam perkara perkosaan terhadap anak dibawah umur.. 
 
Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sragen ini termasuk 
penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data 
sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara 
langsung dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara di Kejaksaan Negeri 
Sragen melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang 
terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat 
kualitatif. Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui penggunaan alat 
bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian dalam 
perkara perkosaan dibawah umur serta hambatan-hambatan yang menjadi kendala 
jaksa penuntut umum dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai sarana 
pembuktian.  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
pertama, penggunaan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi di depan 
persidangan yang memberi petunjuk terjadinya tindak pidana perkosaan, 
keterangan surat yaitu visum et repertum yang menyebutkan korban benar-benar 
telah diperkosa, dan  keterangan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana 
perkosaan, kedua mengenai hambatan-hambatan yang dialami jaksa penuntut 
umum dalam pembuktian perkara perkosaan terhadap anak dibawah umur dengan 
menggunakan alat bukti petunjuk.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini 
bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum 
merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi 
strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 
Hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan  dengan baik dan benar di tengah 
masyarakat jika instrumen pelaksanaanya dilengkapi kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum.  
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-
norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban 
dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang 
didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. 
Oleh karena itu setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus 
memiliki institusi aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai menegakkan 
keadilan dan menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak 
hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan 
tugasnya mereka mempunyai peran dan tugas masing-masing yang saling 
berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.  
Kedudukan aparat dalam pelaksanaan peradilan merupakan subsistem 
yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan 
menyeluruh, sehingga harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu 
pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola law 
1 
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enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam 
sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam 
sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. Sehingga dalam penertiban aparat, yang pertama 
kali dilakukan ialah tindakan pembentukan dan penjernihan fungsi dan 
wewenang diantara sesama instansi aparat penegak hukum. Kalau ini sudah 
terbentuk dan terjernihkan, baru menyusul pembagian tugas dan wewenang 
yang jelas dalam lingkungan interen instansi yang bersangkutan (Yahya 
Harahap, 2002: 62). 
Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang 
sentral dan peranan strategis adalah kejaksaan. Karena institusi ini menjadi 
filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. 
Keberadaan Jaksa yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasar undang-undang diharapkan mampu menjalankan 
tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam 
penegakan hukum. 
Dalam membuktikan perkara pidana jaksa penuntut umum dituntut 
menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Alat bukti yang 
digunakan seperti dalam rumusan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian 
oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian terkendala minimnya bukti-bukti yang 
dihadirkan dalam persidangan. Maka, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 
alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan pembuktian sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian 
atau keadaan yang karena persesuainnya, baik antar satu dengan lainya 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya”. 
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Alat bukti petunjuk baru benar-benar digunakan Jaksa Penuntut Umum 
sebagai dasar membuat tuntutan apabila batas minimum pembuktian belum 
tercapai. Alat Bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar kurang 
memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian 
dalam perkara perkosaan adalah salah satu dari beberapa perkara yang 
menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Didalam pembuktian 
kasus-kasus pemerkosaan, Jaksa Penuntut Umum sering mengalami kesulitan 
yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban 
perkosaan itu sendiri. Selain itu kurangnya alat bukti sebagai kunci kasus 
perkosaan mengakibatkan sistem pembuktian oleh jaksa menjadi 
mengambang. Hal tersebut makin diperparah dengan kondisi psikologis 
korban perkosaan yang kebanyakan tidak melaporkan dan tidak berani 
memaparkan kejadian yang sebenarnya akibat dari ketakutan dan trauma yang 
berlebihan menjadikan proses pembuktian semakin sulit. Meskipun demikian 
upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa korban 
perkosaan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda 
kekerasan, seperti luka pada bagian tubuh tertentu. Karena bagaimanapun juga 
substansi yuridis dalam KUHP tidak mencantumkan unsur-unsur, akibat-
akibat yang timbul karena perkosaan seperti kehamilan, trauma psikologis, 
dan trauma secara fisik tentunya. 
Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini ternyata 
tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak 
perempuan yang tergolong dibawah umur.  Hal yang lebih memprihatinkan 
lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru dilakukan oleh anak 
dibawah umur. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 KUHP ini 
terkendala dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan 
dengan konsekuensi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku 
yang termasuk anak dibawah umur. Apabila penjatuhan pidana anak dibawah 
umur disamakan dengan pelaku dewasa sesuai KUHP muncul sudut pandang 
yang berbeda meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak perkosaan. 
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Karena kebutuhan hukum itulah atau lebih tepatnya sebagai pendekatan 
hukum pidana secara esensial maka orientasi pelaku lebih komplek diatur 
dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.  
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian khususnya mengenai 
penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk 
penulisan hukum dengan judul “PENGGUNAAN ALAT BUKTI 
PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA 
PEMBUKTIAN PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK 
DIBAWAH UMUR ( Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sragen )” 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah yang dikemukakan adalah:  
1. Bagaimana penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum 
sebagai sarana pembuktian perkara pemerkosan terhadap anak dibawah 
umur? 
2. Apa saja yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam 
penggunaan alat bukti petunjuk  sebagai sarana pembuktian ? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan. 
Demikian pula dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang bersifat 
objektif maupun subyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui proses penggunaan alat bukti petunjuk sebagai 
sarana pembuktian dalam perkara pemerkosaan tehadap anak dibawah 
umur oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sragen. 
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b. Untuk menngetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam penggunaan alat bukti petunjuk sebagai sarana 
pembuktian dalam perkara pemerkosaan anak di bawah umur. 
 
2. Tujuan Subyektif. 
a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu 
dalam bidang hukum. 
b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 
pertimbangan Ilmu Pengetahuan tentang teori dan praktek dalam 
Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penggunaan alat bukti 
petujuk sebagai sarana pembuktian. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis. 
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 
pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau 
bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan 
kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 
dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara 
pidana, mengenai penggunaan alat bukti petunjuk sebagai sarana 
pembuktian. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap 
civitas akademis Universitas Sebelas Maret, khususnya mahasiswa 
Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini. 
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b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah yang 
diteliti. 
c. Untuk memperoleh data guna di analisa agar dapat memberikan 
jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah ”suatu tulisan atau karangan mengenai 
penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 
pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 
dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu 
dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 
pengujian” (Winarno Surachman, 1990: 26). 
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 
6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian 
ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang 
tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam Penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto penelitian 
hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum atau 
tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sedangkan 
berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan 
penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya 
hukum dalam masyarakat. (Joko Purwono, 1993: 17-18 ) 
2. Sifat Penelitian 
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Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan 
Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Menurut pendapat 
Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gelala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian 
deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar 
dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam 
menyusun teori-teori baru ( Soerjono Soekanto, 1986: 10 ).  
Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 
sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 
analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu. 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-
data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 1986: 250). Dengan menggunakan data yang 
dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah 
dan ditarik kesimpulannya dengan metode berfikir induktif. Penyajian 
secara induktif adalah metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal 
yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus. Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa 
pertimbangan, antara lain: 
a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 
berhadapan dengan kenyataan. 
b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 
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4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri 
Sragen dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis 
butuhkan guna penyusunan penelitian hukum ini, yaitu kasus tentang 
tindak pidana perkosaan dibawah umur. 
5. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 
dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sragen yang 
menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan agar hasil yang 
diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang 
diteliti. 
b. Data Sekunder 
Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung 
data primer. Yaitu  data yang secara tidak langsung yang memberikan 
bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, 
peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur lainnya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Sumber data primer 
Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara 
langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara 
tersusun maupun spontan dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan 
Negeri Sragen. 
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2) Sumber data sekunder 
Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, 
arsip-arsip, laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa 
literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. 
3) Sumber data tersier  
Sumber Bahan hukum tertier adalah bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2001:13). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi. 
6. Tehnik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 
sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu. (lexy J. Moleong.1990: 103). Wawancara dilakukan dengan cara 
terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-
catatan pokok kepada Jaksa Penuntut Umum. 
b. Studi Pustaka, merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara 
menginfentariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan 
 24 
dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek 
penelitian. 
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 
(Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan model analisis 
interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan 
dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 
menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar 
tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu 
sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan 
penelitian (HB. Sutopo, 2002: 35). 3 (tiga) tahap tersebut adalah: 
a. Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 
yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul dari catatan dan 
pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai 
laporan akhir penelitian selesai. 
b. Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilaksanakan. 
c. Menarik Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 
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peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 
(HB. Sutopo, 2002:37). 
Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap 
analisis data: 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Analisis Interaktif 
Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak 
diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 
selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 
penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang 
dilakukan dengan  proses itu komponen-komponen tersebut akan 
didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan 
yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  
masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data 
dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah 
tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga 
membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Pengumpulan data 
Penarikan kesimpulan 
Penyajian data Reduksi data 
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Agar penulisan hukum ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan 
sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam 
sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut: 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 
tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum yang 
digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian 
ini secara garis besar. 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam Bab II diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan mengenai Alat Bukti 
dan Sistem Pembuktian, tinjauan mengenai tugas dan wewenang 
Jaksa Penuntut Umum, tinjauan mengenai tindak pidana perkosaan 
anak dibawah umur. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan 
berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai penggunaan alat 
bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana 
pembuktian perkara pemerkosan terhadap anak dibawah umur serta 
hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaan 
alat bukti petunjuk  sebagai sarana pembuktian. 
BAB IV   : PENUTUP 
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Bab ini berisi simpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dan Sistem Pembuktian 
a. Alat Bukti Menurut KUHAP 
Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau 
menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-
alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa 
atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka  perlu diberi batasan 
mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar 
kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada 
hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun 
keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan. 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif 
mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat 
bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau 
penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan 
mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian 
menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-
undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  
yaitu antara lain: 
1) Keterangan Saksi  
 28 
Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam 
sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat 
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain. 
2) Keterangan Ahli  
Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa 
yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga 
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat 
dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau 
pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan 
oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di 
persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat 
dalam berita acara pemeriksaan. 
3) Surat  
Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat 
sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda 
dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya 
tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti 
surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat 
dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di 
dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan. 
4) Petunjuk 
13 
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Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti 
diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu 
perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, 
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui 
bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk 
didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim 
tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian 
antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara 
suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.   
5) Keterangan Terdakwa. 
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 
189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa 
nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya 
dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan 
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya 
terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. 
b. Sistem Pembuktian 
Pembuktian mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan 
perkara di persidangan. Karena dengan pembuktian inilah nasib 
terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti 
yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari 
hukuman. Sebaliknya apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang 
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disebut dalam Pasal 184 KUHAP dapat dibuktikan akan terdakwa 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. 
Sebelum membahas mengenai sistem pembuktian, ada baiknya 
kita masuk terlebih dahulu pada pengertian pembuktian. Pembuktian 
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh 
dipergunakan hakim, penuntut umum, atau penasehat hukum, dimana 
masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti 
yang ditentukan Undang-Undang. Artinya bahwasanya hakim, 
penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum tidak boleh leluasa 
bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. 
Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap 
benar diluar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. 
Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus benar-
benar diuji dengan alat bukti secara teliti. Karena dalam perkara pidana 
seorang terdakwa tidak dibebani pembuktian, beban pembuktian 
diletakkan kepada penuntut umum yang berarti menjadi kewajiban 
bagi penuntut umum untuk membuktikan salah atau tidaknya 
terdakwa. Begitu juga dengan majelis hakim jika meletakkan 
kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan mereka jatuhkan , 
kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan kekuatan 
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. 
Kalau tidak demikian bisa saja orang yang sebenarnya melakukan 
tindak pidana bebas dari hukuman, sedangkan orang yang tidak 
bersalah justru mendapatkan hukuman. 
Beberapa teori sistem pembuktian pidana antara lain : 
1) Conviction– in time 
Dalam teori sistem pembuktian convention-intime 
menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata 
ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah 
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yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana 
hakim menarik dan menyimpulkan keyakinanya, tidak menjadi 
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh disimpulkan dan 
diambil hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang 
pengadilan. Bisa juga melalui hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu 
diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan 
atau pengakuan terdakwa. 
Sistem ini diakui memang mengandung banyak kelemahan. 
Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa 
semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa di dukung alat 
bukti yang cukup. Didalam putusan hakim terkandung didalamnya 
suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan 
perseorangan belaka dari seorang hakim. Sehingga pengawasan 
terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk 
dilakukan oleh karena Badan Pengawas tidak mengetahui 
pertimbangan-pertimbangan hakim yang melahirkan pendapat 
hakim kearah putusan. 
Jadi  dalam sistem pembuktian conviction intime ini, 
sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, akan tetapi 
pembuktian yang cukup dikesampingkan oleh keyakinan hakim.  
Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa 
kepada keyakinan hakim semata-mata. 
2) Conviction-raisonce 
Dalam teori conviction-raisonce ini, keyakinan hakim tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor 
keyakinan hakim dibatasi. Dalam teori ini keyakinan hakim harus 
didukung alasan-alasan  dan suatu kesimpulan yang logis, yang 
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tidak didasarkan kepada Undang-Undang akan tetapi ketentuan-
ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut 
pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang 
dipergunakan hakim. 
 
 
3) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief 
wettelijk Stelsel)   
Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah 
merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem 
pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Dalam 
sistem pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan 
menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada 
prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh 
Undang-Undang. 
Sistem pembuktian ini benar-benar menuntut  hakim suatu 
kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah tidaknya 
terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti 
yang ditentukan Undang-Undang. Dari semula pemeriksaan 
perkara, hakim harus mengesampingkan faktor-faktor keyakinanya. 
Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif 
tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh 
dipersidangan dengan unsur subyektif keyakinanya. 
4) Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (Negatief  Wettelijk 
Stelsel) 
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Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif 
merupakan teori antar sistem pembuktian menurut Undang-Undang 
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 
conviction in time. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang 
secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua 
sistem  yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari 
keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-
Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara 
terpadu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara 
positif. 
Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan 
seseorang terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang 
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti 
yang sah menurut Undang-Undang sekaligus keterbuktian 
kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim. Dalam 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem 
pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua 
komponen antara lain: 
a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. 
b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan 
cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-
Undang. 
Dengan demikian sistem ini tidak ada yang paling dominan 
karena memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Sehingga kalau 
salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, maka belum cukup 
mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. 
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   Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara 
negatif, merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ketentuan itu 
diperjelas dalam Pasal 183 KUHAP yang didalamnya mengandung 
maksud, yaitu: 
a) Putusan pidana oleh hakim harus berdasarkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. 
b) Harus ada keyakinan hakim telah terjadinya tindak pidana, 
bahwa terdakwa yang bersalah. 
   Dari ketentuan bunyi Pasal  183 KUHAP di atas tersebut 
bahwa pembuktian  harus didasarkan pada Undang-Undang 
(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 
KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari 
alat-alat bukti tersebut, maka terdakwalah yang dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian sistem 
pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif mempunyai 2 
(dua) alasan yaitu: 
a) Sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang 
kesalahan terdakwa. 
b) Apabila aturan yang mengikat hakim dalam menyusun 
keyakinannya, diharapkan ada patokan-patokan tertentu yang 
menjadi acuan hakim dalam melaksanakan proses pembuktian. 
c. Alat Bukti Petunjuk 
Alat Bukti petunjuk merupakan salah satu dari kelima alat bukti 
yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)  KUHAP, 
sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 188 
KUHAP , yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keaadan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
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dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari: 
a) Keterangan saksi; 
b) Surat; 
c) Keterangan terdakwa. 
 
 
3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk dalam 
setiap keadan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
Apabila diperhatikan  bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP 
tersebut mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak 
bagi terdakwa yang  benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu perbuatan, kejadian 
atau keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persesuaaian 
baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, 
yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelaku tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai 
mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, selain itu  alat bukti 
petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila 
ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP. 
Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang 
penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukan 
secara cermat. Begitu pula dengan hakim, seorang hakim harus 
bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak 
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terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi 
maupun sangkaan atau rekaan belaka. 
Peranan alat bukti petunjuk sebagai pemegang kunci dapat 
tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman tidak dapat diabaikan dari alat-
alat bukti lain, misalnya alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat 
maupun dengan alat bukti keterangan terdakwa. Oleh karena itu harus 
diperhatikan pula aturan-aturan atau dasar hukum dari keterangan saksi 
seperti yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 
 
1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan. 
2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap ketentuan yang didakwakan 
kepadanya. 
3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku apabila disertai  dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keaadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 
bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 
dengan lainya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi. 
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 
dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 
a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; 
b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
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c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu; 
d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 
dengan yang lainya tidak merupakan alat bukti, namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang 
lain. 
 
Di dalam Pasal 187 KUHAP, juga diatur mengenai alat bukti 
surat sebagai pendukung alat bukti petunjuk yang sudah ada, antara 
lain: ”Surat sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah” adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat boleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi  tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain.  
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Sedangkan mengenai keterangan terdakwa sebagai pendamping 
alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi 
antara lain: 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau ia alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hak yang didakwakan kepadanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai sebagai alat bukti yang lain. 
2. Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum 
a. Pengertian Jaksa dan Penuntut umum 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.  
Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Adapun berdasarkan  ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan 
perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 
cara yang yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jaksa 
 39 
juga merupakan pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian 
secara teknis di dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya 
tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugasnya.  
Sedangkan penuntut umum sendiri menurut Pasal 13 KUHAP 
adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini 
(KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
 
b. Tugas dan Wewenang  Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang 
penuntut umum, antara lain: 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; 
4) Membuat surat dakwaan; 
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan; 
7) Melakukan penuntutan; 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
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9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang 
ini; 
10) Melaksanakan penetapan hakim. 
 
 
 
 
3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di 
Bawah Umur 
a. Pengertian Mengenai Tindak Pidana 
Di dalam Ilmu hukum pidana mengenal istilah tindak pidana 
dalam bahasa Belanda yaitu straafbaarfeit atau kadang juga disebut 
sebagai delict. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-
Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana 
ialah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di 
luar kodifikasi, tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. (Adami Chazawi,  2002:  67) 
Untuk lebih jelasnya maka akan di uraikan beberapa istilah 
tindak pidana menurut beberapa ahli hukum: 
1) Van Hamel dalam Moeljatno  
Merumuskan pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) 
merupakan kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut 
 41 
di pidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan 
(Moeljatno, 2000: 38). 
2) Pompe dalam Soedarto   
Merumuskan pengertian tindak pidana antara menurut 
hukum positif strafbaarfeit adalah tidak daripada feit, yang 
diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. Bahwa menurut 
teori, strafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, 
dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum 
positif, sifat melawan hukum (wederrechtlijkheid) dan kesalahan 
(schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana 
(strafbaarfeit).(Soedarto, 1986: 42). 
3) Moeljatno 
Dalam hal ini tindak pidana di didefinisikan sebagai 
berikut: 
a) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut. 
b) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 
bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,(yaitu suatu 
keaadan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2000: 42 ). 
4) Wirjono Prodjodikoro, dalam Soedarto 
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Merumuskan definisi pendek yaitu: tindak pidana berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.(Soedarto, 
1990: 42). 
5) Menurut Simons dalam Lamintang  
Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum (Lamintang, 1997: 185). 
Sedangkan Soedarto terhadap rumusan tindak pidana, terdapat 
dua kelompok sarjana yang berpandangan: 
a) Monistis 
Golongan ini berpandangan bahwa, semua unsur-unsur yang 
memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dikumpulkan menjadi 
satu dan tidak bisa dipisahkan antara criminal act (perbuatan dan 
akibatnya) dan criminal responbility (pertanggungjawaban). 
b) Dualistis 
Golongan ini berpandangan bahwa unsur-unsur yang 
memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dipisahkan antara 
perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang diancam pidana 
(actus reus) di satu sisi dan pertanggungjawaban (actus rea) di sisi 
lain atau dengan kata lain perbuatan dan pelakunya dipisahkan, 
artinya jika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat dalam rumusan Undang-Undang, maka perbuatan itu 
merupakan suatu tindak pidana, mengenai permasalahan dapat 
dipidana atau tidaknya pelaku itu memenuhi kualifikasi tertentu 
sehingga ia dapat dijatuhi pidana. 
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Menurut Soedarto, untuk menemukan adanya pidana kedua 
pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil, persoalannya 
ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya 
memegang pendirian tersebut secara konsekuen, agar tidak timbul 
kekacauan pengertian (begripverwarring), jadi dalam mempergunakan 
istilah tindak pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang 
dimaksudkan menurut pandangan monistis ataukah dualistis (Soedarto, 
1990: 45). 
 
 
b. Pengertian Perkosaan 
Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan 
berasal dari kata “perkosa” yang berarti, gagah, kuat, perkasa. 
Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, sedangkan 
pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; 
melanggar dengan kekerasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada 
tindakan perkosaan, adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait 
dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan 
(KBBI, 1991: 757). Dari pengertian tersebut perkosaan secara garis 
besar adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak  
bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak kepada pihak 
lainnya. Korban dapat di bawah ancaman fisik atau psikologis, dengan 
kekerasan, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, berada di bawah 
umur maupun cukup umur atau mengalami keterbelakangan mental 
dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang 
terjadi, mengerti atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang 
terjadi padanya. Menurut Achie Sudarti Luhulima perkosaan adalah 
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tindak pidana pseudo-seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual 
yang tidak selalu dimotivasi oleh dorongan seksual sebagai motivasi 
primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, 
agresi dan perendahan oleh satu pihak (pelaku) kepada pihak lainnya 
(korban).  
Sedangkan dari tinjauan yuridis pengertian perkosaan adalah 
yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP 
terjemahan Moeljatno, siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan, diancam karena 
telah melakukan perkosaan dengan pidana penjara, paling lama dua 
belas tahun. Dari rumusan Pasal tersebut dapat diambil unsur-unsur 
perbuatan yang dikategorikan sebagai perkosaan sebagai berikut: 
1) Persetubuhan dengan wanita; 
2) Perbuatan dilakukan diluar perkawinan; 
3) Dengan paksaan; 
4) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, adalah 
persetubuhan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam 
kelamin wanita bukan dalam bentuk persetubuhan yang di luar alat 
kelamin atau biasa disebut dengan  “ekstererous”. 
Sedangkan perbuatan seperti menyuruh melepaskan pakaian 
wanita yang dilanjutnya dengan meraba-raba kemaluannya dengan 
maksud untuk memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan 
dengan dirinya, baru merupakan tindakan persiapan belum masuk 
kedalam perkosaan. Apabila tindakan perkosaan dilakukan oleh 
beberapa orang haruslah dilihat masing-masing pelaku apakah 
termasuk pelaku ataupun membantu terlaksananya tindak pidana 
perkosaan (penyertaan). 
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Dalam mencermati Pasal 285 perlu dicermati pula Pasal 289 
KUHP karena kedua Pasal tersebut memiliki kemiripan.. Perkosaan 
dalam Pasal 285 memiliki unsur “memaksa” dan  “dengan kekerasan”, 
sedangkan Pasal 289 dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan 
dengan perbuatan “(feitelijke aanranding der eerbaarheid) dirumuskan 
sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan 
cabul (ontuchtige handelingen)” dengan ancaman maksimum sembilan 
tahun penjara. Perbedaan dari kedua tindak pidana ini adalah: 
 
 
1) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat  dilakukan oleh seorang 
laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk 
cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap 
seorang laki-laki; 
2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan diluar 
perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa 
istrinya untuk bersetubuh, sedangkan ”perkosaan untuk cabul” 
dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh 
seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau isteri memaksa 
suaminya untuk cabul. 
Hal yang paling mendasar dari perkosaan adalah pelaku yang 
melakukan perkosaan jika berhubungan dengan wanita yang bukan 
istrinya dan berusia kurang dari 10 tahun. Di Indonesia telah diatur 
mengenai larangan untuk berhubungan dengan wanita dibawah umur. 
Adapun kategori wanita di bawah umur tersebut digolongkan menjadi 
1) Wanita yang belum mencapai usia 12 tahun (Pasal 287 ayat (2) 
KUHP; 
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2) Wanita yang belum mencapai usia 15 tahun Pasal 287 ayat (1) dan 
Pasal 290 angka 3 KUHP); 
3) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP); 
4) Wanita yang belum mencapai usia 18 tahun (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002). 
Adapun rumusan Pasal 287 KUHP (terjemahan Moelyatno) 
menyatakan: 
1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, 
padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 
belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata belum mampu 
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun; 
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya 
wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal 
tersebut Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP. 
Sedangkan jika secara substansial ditinjau dari sudut 
pandang usia pelaku perkosaan itu sendiri dapat mengerucut 
dengan adanya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
perumusanya antara lain: 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
denganya atau dengan orang lain, dipidana 15 tahun dan paling 
singkat 3 (tiga tahun). 
 
c. Motif dan Faktor Terjadinya Perkosaan  
Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan 
oleh berbagai motif dan faktor. Kejahatan ini cukup kompleks 
penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi 
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oleh kondisi mendukung, keberadaan korban yang secara tidak 
langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur 
lain yang mempengaruhinya. Adapun Faktor-faktor penyebab 
perkosaan sendiri adalah sebagai berikut: 
1) Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya 
berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar 
hukum dan melanggar norma keagamaan kurang mendapatkan 
pengawasan dari unsur-unsur masyarakat; 
2) Semakin rendahnya pengamatan dan penghayatan terhadap norma-
norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai 
keagamaan yang semakin terkikis di tengah masyarakat atau pola 
relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama 
sebagai landasan hidup berpotensi untuk mendorong seseorang 
berbuat kejahatan tanpa rasa takut; 
3) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin mengesampingkan 
adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Mengakibatkan nilai-nilai 
etika terkikis dengan sendirinya; 
4) Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan serta gaya hidup 
(life style) di negara negara liberalis mengabaikan nilai-nilai moral 
yang berlaku di dalam masyarakat; 
5) Peran serta media informasi baik cetak, elektronik ,maupun akses 
media dunia maya yang diakses bebas,jauh dari kesan pendidikan 
moral. Belum lagi semakin maraknya tayangan-tayangan yang 
berbau seksualitas dibarengi dengan makin maraknya penyebaran 
vcd dan gambar-gambar porno dapat mempengaruhi pola pikir 
seseorang; 
6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu 
seksualnya serta adanya kesempatan untuk melampiaskan nafsu 
seksualnya dengan perkosaan; 
7) Dari tinjauan yuridis, rendahnya ancaman hukuman yang 
diterapkan aparat penegak hukum tidak memberi efek mjera 
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kepada para pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong 
anggota masyarakat lainya untuk melakukan tindakan bejat 
tersebut. Artinya mereka yang hendak melakukan tindakan tersebut 
tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima. 
(Achie Sudarti Luhulima, 2000: 52) 
Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan 
perkosaan dibagi atas: 
1) Anger rape 
Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena dorongan 
ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai 
dengan tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seksual bukan tujuan 
utama melakukan perkosaan melainkan untuk melampiaskan 
kemarahan pelaku. 
2) Domination rape 
Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena untuk 
menunjukkan dominasi pelaku pada korban. Pelaku hanya ingin 
menguasai korban secara seksual sehingga pelaku dapat 
membuktikan kepada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang 
tertentu, misalnya bos memperkosa bawahannya. 
3) Exploitation rape 
Perkosaan jenis ini terjadi karena ketergantungan korban 
kepada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini 
tanpa menggunakan kekerasan fisik pun si pelaku dapat melakukan 
keinginan pada korban. 
Misalnya majikan memperkosa pembantunya meskipun ada 
persetujuan dari pihak korban hal tersebut bukan berasal dari 
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keinginanya melainkan karena adanya ketakutan apabila dipecat 
dari pekerjaan.  
4)  Sadistic rape 
Yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini 
kepuasan seksual didapat bukan dari persetubuhan melainkan 
dengan menyiksa korban dengan tindak kekerasan yang dilakukan 
pada tubuh korban terutama organ genitalnya. 
 
 
5) Seduktive rape 
Perkosaan jenis ini terjadi karena pelaku merasa terangsang 
nafsu seksualnya. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah 
mengenal satu dengan yang lain, misalnya pemerkosaan oleh pacar 
sendiri. Faktor pergaulan atau interaksi sosial berpengaruh 
terhadap terjadinya tindak pidana perkosaan (G. Widiartana, 2001: 
114 ) 
d. Pengertian Mengenai Anak di Bawah Umur 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah 
potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju 
mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak 
nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan 
datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan 
menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita 
terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap 
peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang 
dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain: 
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1) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dan Peradilan Anak 
Pengertian anak menurut  UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Peradilan Anak diatur dalam  Pasal 1 ayat 
(1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 
kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam 
perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara 
laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan 
maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. 
Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal 
yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 
pernah kawin. 
Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan 
bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana 
dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. 
Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus 
dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. 
Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan 
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi 
definisi anak adalah  anak yang belum mencapai usia  16 tahun 
melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan 
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supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 
atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun.  
Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah 
melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan 
Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal 
dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan 
kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup 
maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun. 
 
 
3) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata diatur dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun. Kecuali dalam rentang 21 (dua puluh satu) 
tahun telah melakukan pernikahan dan melakukan pendewasaan 
(Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan pendewasaan 
dengan diberikan hak tertentu. Apabila seseorang yang belum 
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun melakukan perceraian sampai 
batas usia tersebut tidak mempengaruhi terhadap perubahan status 
kedewasaannya (Pasal 330 ayat (20) KUHPerdata) dalam hal 
sebagai saksi dimuka pengadilan dimana dalam Pasal 1912 
merumuskan bahwa: orang yang belum genap mencapai usia 15 
tahun, begitu pula orang-orang yang belum dewasa atau orang 
yang berada di bawah pengampuan, dungu, sakit ingatan atau mata 
gelap, ataupun selama masa bergantung, atas perintah hakim telah 
dimasukkan dalam tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi 
 52 
Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
dengan leluasa untuk mendengarkan orang-orang yang belum 
dewasa atau orang yang dibawah pengampuan yang kadang-
kadang dapat berpikir sehat, tanpa suatu penyumpahan dapat 
dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. 
4) Anak menurut  Undang–Undang Perkawinan 
Pengertian Anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur 
dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa: “perkawinan hanya di 
ijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur  19 (sembilan belas) 
tahun “. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat  (2) menjelaskan “untuk 
dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang 
tuanya”. 
5) Anak menurut Hukum Adat 
Pengertian anak menurut hukum adat seseorang anak 
adalah orang yang masih dalam tanggungan orang tua, sedangkan 
seseorang dapat dikatakan dewasa apabila orang tersebut sudah 
“kuat gawe“ yang berarti orang tersebut sudah mampu bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya sudah dapat 
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.  
6) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang 
Kesejahteraan Anak 
Pengertian anak menurut UU No.4 Tahun 1997 diatur 
dalam Pasal 1 butir 2 yang menjelaskan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 
dan sebelumnya belum pernah kawin. Mengapa usia 21 (dua puluh 
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satu) tahun dijadikan bahan pertimbangan, hal tersebut mencakup 3 
(tiga) hal, yaitu: 
a) Kepentingan usaha social; 
b) Tahap kematangan social; 
c) Kematangan Pribadi dan mental seorang anak (Wagiati 
Soetodjo, 2006: 7 ) 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana  
Perkosaan 
Korban Anak di 
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Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  
 
Pembuktian   
 
Petunjuk  
 
Dakwaan   
 
Alat Bukti Yang Syah 
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Penjelasan: 
Dalam melakukan suatu tindak pidana perkosaan terhadap korbannya 
adalah anak dibawah umur dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yang mana dalam Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kekerasan atau 
ancaman kekerasan adalah bagian inti (unsur esensial) dari delik percobaan 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di sinilah peran dari Jaksa Penuntut 
Umum dituntut untuk dapat membuat dakwaan dan dapat membuktikan 
dakwaannya tersebut di persidangan. Penuntut Umum harus berusaha 
membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di muka sidang 
pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam 
berita acara yang telah dilimpahkan. Dalam usaha penuntut umum 
meyakinkan hakim atas terbuktinya surat dakwaan perlu juga memperhatikan 
di dalam sidang harus teliti dan cermat dalam usaha menemukan bukti 
perbuatan atau akibat dari perbuatan terdakwa, data dan fakta dari hasil sidang 
yang menentukan adanya tindak pidana harus dicatat, harus dapat menilai alat 
bukti yang memenuhi syarat yang sah dan alat bukti yang tidak dapat 
digunakan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. 
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Dalam pembuktian tersebut yang harus diingat oleh penuntut umum 
adalah bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa 
melakukan tindak pidana dan berbuat salah. Di samping itu peranan penuntut 
umum menyusun rangkaian fakta yuridis dalam menggunakan alat bukti 
petunjuk agar supaya hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut betul terjadi 
dan terdakwalah yang melakukannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV  
PENUTUP 
 
 
A. SIMPULAN 
 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengambil simpulan 
sebagai berikut:  
1. Penggunaan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, 
keterangan surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi diperoleh 
dari saksi-saksi antara lain Suwardi, Suraji alias Luk, Sujiantoro alias Suji, 
Wardoko bin Darmo Suwito, Eko Prasetyo alias Penceng, Yudi Wibowo 
alias Ther bin Yahyo, sedangkan dari keterangan surat diperoleh berupa 
Visum et Repertum, untuk keterangan terdakwa didapatkan dari 
keterangan terdakwa Tono bin Manyul. Dari ketiga alat bukti tersebut 
dapat diperoleh petunjuk telah terjadi perkosaan terhadap Retno 
Ambarwati.  
2. Hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam 
penggunaan alat bukti petunjuk sebagai sarana pembuktian perkara 
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perkosaan terhadap anak di bawah umur lebih berorientasi pada 
keterangan saksi korban yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi lain. 
Di sisi lain penggunaan alat bukti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum 
tidak serta merta digunakan hakim sebagai dasar putusannya, hal ini 
dikarenakan alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri tanpa 
keberadaan alat bukti lain. Selain itu korelasi saksi korban yang masih di 
bawah umur kadang tidak ada persesuaian dengan alat bukti surat berupa 
Visum et Repertum. 
 
 
 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam penanganan perkara perkosaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
dituntut untuk lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat bukti 
petunjuk, karena selain menyangkut substansi hukum dalam hal ini 
mengenai menjadikan alat bukti memmiliki kekuatan pembuktian yang 
cukup memadai untuk menjerat terdakwa tindak pidana perkosaan. Untuk 
itulah sebelum menentukan unsur-unsur dalam fakta persidangan, seorang 
penuntut umum juga harus melihat aspek-aspek lain seperti aspek 
sosiologis dan psikologis.  
2. Kedudukan Jaksa sebagai aparat hukum diharapkan kritis dalam menyikapi 
dan menangani perkara. Landasan keadilan harus dijadikan sebuah 
dogmatis bagi jaksa dalam kinerjanya. Hal ini merupakan sebuah 
tanggungjawab yang diemban seperti ketika sumpah jabatan. Karena 
realita yang ada sekarang justru keadilan yang diharapkan mengayomi para 
aparat penegak hukum semakin jauh dari harapan. Hukum menjadi 
permainan mafia peradilan yang berkedok aparat penegak hukum. Toh 
81 
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setidaknya kita bisa berfasalfah, “Hukum diibaratkan pedang, yang tajam 
bagi orang-orang kecil dan tumpul bagi orang-orang berduit“ 
3. Seorang jaksa diharapkan mampu menjadi contoh bagi aparat hukum lain, 
integritas dan dedikasi yang tinggi dibutuhkan dalam pekerjaannya. 
Artinya dengan segala konsekuensi yang ada untuk menjadikan hukum 
ditegakkan seadil-adilnya. Sehingga paradigma masyarakat tentang 
institusi kejaksaan yang dinilai bobrok dapat terkikis dengan sendirinya. 
Jika bukan yang mengawali dari aparat hukum sendiri, khususnya aparat 
kejaksaan ini, bagaimana dapat menjadikan negara ini bersih dari mafia-
mafia peradilan yang berkeliaran di meja hijau. 
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